
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Oaerah Tingkat II dan KotapraJedl Sumatera Selatan {Lembaran
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73. Tembahen Lembaren Negara
RI Nomor 1821:

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan LembaranNegaraRI Nomor4389),

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Oaerah (LembaranNegara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tembahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah di~ah
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 59, TambahanLembaranNegaraRI Nomor4844):

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemennlahan Oaerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tsmbahan
LembaranNegaraRI Nomor4438):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah
Provinsi dan Pemerintahan Oaerah KabupatenlKota (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenlang Pedoman
Organisasi Perangkat Oaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor89, TambahanLembaranNegara RI Nomor4741):

Menimbang a. bahwa dalam upaya mensejahterakan Anggota KORPRI Kota
Palembang melalui pemberian santunan bagi anggotanya, yang
bersumberdari sumbanganArnal (INFAQ)Anggota Bazis KORPRI
Kota Palembangberdasarkan PeraturanWalikota Nomor 7 Tahun
2005, sudah tidak sesuai dengan nilai nominal pemberian
santunan, oleh karena itu penu meninjau kembali Peraturan
tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertJrnbangansebagaimana dimaksud pada
hUM a tersebut dlatas. perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang luran Santunan Anggota KORPRI Kota
Palembang
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per orang;
per orang.;
per orang; dan
per orang.

a. Golongan I sebesar Rp. 6.500,-
b. Golongan II sebesar Rp. 8.000,-
c. Golongan III sebesar Rp. 15.000,-
d. Golongan IV sebesar Rp. 25.000,-

Besarnya luran Santunan Anggota KORPRI Kota Palembangsetiap
bulannyaper anggota, adalahsebagai beriku1:

Pasal 1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG lURAN
SANTUNAN ANGGOTA KORPRI.

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971
tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai
Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PERl131M.PAN/512008 tentang Eselonisasi Jabatan
Struktural di Ungkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan
Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh
dan dlangkat dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat
Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps
Pegawai Republik Indonesia;

11. Peraluran Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps
Pegawai Republik Indonesia hJ'nor 01 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekrf)1ariat Jenderal Dewan Pengurus
Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

12. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps
Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi dan Tata Kerja Sekrelarial Pengurus Provinsi dan
Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai
Republik Indonesia;

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 lenlang
Urusan Pemerintahan Kola Palembang (Lembaran Daerah Kola
Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

14. Kepulusan Dewan Pengurus Kota KORPRI Paiembang Nomor 151
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
Palembang.
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Peraturan ini mulai berlaku bulan Januari 2009, dengan ketentuan
bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimanamestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita
OaerahKota Palembang.

Oengan berlakunya Peraturan inl, maka Peraturan Walikota
Palembang Nomor 7 Tahun 2005Tentang SumbanganAmal (INFAQ)
Anggota Bazis KORPRI,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Pasal 3

Pembayaran luran Santunan Anggota KORPRI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, setiap bulannya dipotong dari gaji Anggota
KORPRI yang bersangkutan oleh Bendaharawan Gaji Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPO) masing-masing dan disetorXan ke Kas
SANTUNAN KORPRJ melalui Bank SUMSEL Cabang Palembang
RekeningNomor 150.307.0010.

PasaJ 2


